Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi
dari aspek hukum

Pemkab Pessel Bidik Pajak Swarnadwipa

Pemkab Pesisir Selatan menargetkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pariwisata
tahun 2019 Rp 2,75 miliar. Untuk mencapai target tersebut, beberapa inovasi dan terobosan baru dibuat
Pemkab Pessel. Di antaranya, memastikan wilayah yang masuk dalam tapal batas wilayah Pessel terutama

daerah berpotensi besar penyumbang pajak.

Seperti Pulau Swarnadwipa, bagian dari Kawasan Wisata Mandeh. Berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2018 tentang Penetapan Tapal Batas, bahwa lokasi Swarnadwipa

tersebut menjadi wajib pajak Pemkab Pessel.

Lokasi wisata Swarnadwipa seluas kurang lebih 1,1 hektare hingga 2 kilometer ke atas. “Ini
adalah potensi baru yang nantinya akan dikelola. Dengan harapan dapat memberikan dampak bagi
pencapaian pendapatan pajak tahun 2019,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemkab Pessel

Dasrianto Putra.

la mengatakan, sudah enam bulan belakang ini pihak pengelola Swarnadwipa telah membayar
pajak 10 persen dari penerimaan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pessel. “Sudah lima kali wajib

pajak setor ke Pemkab Pessel,” tuturnya.

Dasrianto berharap dukungan dari OPD terkait lainnya agar bersama-sama ikut berkontribusi
dalam pendapatan pajak. la juga mengajak para pelaku usaha pariwisata, pemilik permainan untuk
mengurus izin sesuai jenisnya. “Kita berharap kawasan wisata lainnya yang telah menghasilkan dan

atraksi wisata lainnya agar bias menjadi salah satu penyumbang pajak,” harapnya.
Sumber Berita: Padang Ekspres, 8 Maret 2019
Catatan Berita:

»  Sumber-sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi adalah:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Dana Perimbangan;
c. Pinjaman Daerah;

d. Lain-lain Penerimaan yang sah.




» PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai

>

dengan peraturan perundang-undangan.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan

otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
PAD bersumber dari:

a.

b.

Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya
diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada
pada negara-negara nonpublik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut,
yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga

keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

. lain-lain PAD yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

2. Jasagiro;

3. Pendapatan bunga;

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan,
ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa

oleh Daerah.

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

a.
b.

C.

Pajak Hotel;
Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

. Pajak Reklame;
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Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



